








LAMPIRAN I 

SURAT EDARAN SEKRETARIS 

DAERAH NOMOR 

TENTANG 

PELAKSANAAN PENGUMUMAN 

RENCANA UMUM PENGADAAN 

(RUP) MELALUI APLIKASI SISTEM 

INFORMASI RENCANA UMUM 

PENGADAAN (SIRUP) TAHUN 

ANGGARAN 2025 

 

PEMAKETAN RENCANA UMUM PENGADAAN (RUP) 

 

A. Pemberian Tagging Paket 

Setelah RKAD berhasil digenerate dan Kegiatan/Sub Kegiatan telah didelegasikan 

kepada PPK, selanjutnya PPK melakukan pemberian tagging paket sesuai kriteria: 

1. Penyedia 

Pengadaan Barang/Jasa melalui Penyedia adalah cara memperoleh barang/jasa 

yang disediakan oleh Pelaku Usaha 

2. Swakelola 

a. Tipe I 

Pengadaan Barang/Jasa melalui Swakelola adalah cara memperoleh 

barang/jasa yang dikerjakan sendiri oleh K/L/PD 

b. Tipe II 

Pengadaan Barang/Jasa melalui Swakelola adalah cara memperoleh 

barang/jasa yang dikerjakan oleh K/L/PD lain 

c. Tipe III 

Pengadaan Barang/Jasa melalui Swakelola adalah cara memperoleh 

barang/jasa yang dikerjakan oleh Organisasi Kemasyarakatan  

d. Tipe IV 

Pengadaan Barang/Jasa melalui Swakelola adalah cara memperoleh 

barang/jasa yang dikerjakan oleh Kelompok Masyarakat 

3. Non Pengadaan 

Tagging Non Pengadaan digunakan untuk beberapa belanja yang tidak diinput 

dan diumumkan dalam Aplikasi SIRUP 

4. Tahun Jamak/Multiyears 

Kontrak Tahun Jamak/Multiyears merupakan Kontrak Pengadaan Barang/Jasa 

yang membebani lebih dari 1 (satu) tahun anggaran dilakukan setelah 

mendapatkan persetujuan pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan 

peraturan perundang-undangan 
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B. Tagging Non Pengadaan 

Tagging Non Pengadaan digunakan untuk beberapa rekening belanja yang tidak 

diinput dan diumumkan dalam Aplikasi SIRUP dengan kategori sebagai berikut: 

1. Belanja Honorarium 

KODE REKENING URAIAN 

5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, 

Pembawa Acara, dan Panitia 

5.1.02.02.01.0004 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim 

Pelaksana Kegiatan 

5.1.02.02.01.0005 Honorarium Pemberi Keterangan Ahli, Saksi Ahli, dan 

Beracara 

5.1.02.02.01.0006 Honorarium Penyuluhan atau Pendampingan 

5.1.02.02.01.0007 Honorarium Rohaniwan 

5.1.02.02.01.0008 Honorarium Tim Penyusunan Jurnal, Buletin, Majalah, 

Pengelola Teknologi Informasi dan Pengelola Website 

5.1.02.02.01.0011 Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan Pendidikan dan 

Pelatihan 

5.1.02.02.01.0071 Belanja Lembur 

5.1.02.02.01.0080 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola 

Keuangan 

5.1.02.02.01.0081 Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa 

 

2. Belanja Jasa Tenaga 

Untuk rekening Belanja Jasa Tenaga dapat dikategorikan sesuai pelaksanaan 

pekerjaan yaitu: 

a. Non Pengadaan  

Tagging Non Pengadaan digunakan untuk Belanja Jasa Tenaga yang tidak 

melalui proses pengadaan. 

Contoh  :  Upah TKPK 

b. Penyedia 

Tagging Penyedia digunakan dalam hal pelaksanaan Belanja Jasa Tenaga 

melalui proses pemilihan penyedia. 

Contoh :  Belanja Jasa Tenaga Kebersihan yang dilaksanakan oleh 

Penyedia Perusahaan Outsourcing/Alih Daya melalui proses 

pemilihan penyedia dengan metode Tender ataupun e-

purchasing Katalog Elektronik 

c. Catatan Khusus 

Dalam hal Belanja Jasa Tenaga telah dilakukan inputing RUP secara manual 

(proses pemilihan Penyedia mendahului Tahun Anggaran) maka pada 

rekening dimaksud diberikan tagging Non Pengadaan 
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Rekening Belanja Jasa Tenaga 

KODE REKENING URAIAN 

5.1.02.02.01.0013 Belanja Jasa Tenaga Pendidikan 

5.1.02.02.01.0014 Belanja Jasa Tenaga Kesehatan 

5.1.02.02.01.0015 Belanja Jasa Tenaga Laboratorium 

5.1.02.02.01.0016 Belanja Jasa Tenaga Penanganan Prasarana dan Sarana 

Umum 

5.1.02.02.01.0017 Belanja Jasa Tenaga Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan 

Perlindungan Masyarakat 

5.1.02.02.01.0018 Belanja Jasa Tenaga Pemadam Kebakaran dan 

Penyelamatan 

5.1.02.02.01.0019 Belanja Jasa Tenaga Penanganan Bencana 

5.1.02.02.01.0020 Belanja Jasa Tenaga Penanganan Sosial 

5.1.02.02.01.0021 Belanja Jasa Tenaga Sumber Daya Air 

5.1.02.02.01.0023 Belanja Jasa Tenaga Teknis Pertanian dan Pangan 

5.1.02.02.01.0025 Belanja Jasa Tenaga Kesenian dan Kebudayaan 

5.1.02.02.01.0026 Belanja Jasa Tenaga Administrasi 

5.1.02.02.01.0027 Belanja Jasa Tenaga Operator Komputer 

5.1.02.02.01.0028 Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum 

5.1.02.02.01.0029 Belanja Jasa Tenaga Ahli 

5.1.02.02.01.0030 Belanja Jasa Tenaga Kebersihan 

5.1.02.02.01.0031 Belanja Jasa Tenaga Keamanan 

5.1.02.02.01.0033 Belanja Jasa Tenaga Supir 

5.1.02.02.01.0034 Belanja Jasa Tenaga Juru Masak 

5.1.02.02.01.0035 Belanja Jasa Tenaga Teknisi Mekanik dan Listrik 

5.1.02.02.01.0036 Belanja Jasa Audit/Surveillance ISO 

5.1.02.02.01.0037 Belanja Jasa Juri Perlombaan/Pertandingan 

5.1.02.02.01.0039 Belanja Jasa Tenaga Informasi dan Teknologi 

5.1.02.02.01.0041 Belanja Jasa Pemasangan Instalasi Telepon, Air, dan Listrik 

5.1.02.02.01.0042 Belanja Jasa Pelaksanaan Transaksi Keuangan 

5.1.02.02.01.0045 Belanja Jasa Pelayanan Kearsipan 

5.1.02.02.01.0047 Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara 

5.1.02.02.01.0048 Belanja Jasa Kontribusi Asosiasi 

5.1.02.02.01.0049 Belanja Jasa Pencucian Pakaian, Alat Kesenian dan 

Kebudayaan, serta Alat Rumah Tangga 

5.1.02.02.01.0050 Belanja Jasa Kalibrasi 

5.1.02.02.01.0051 Belanja Jasa Pengolahan Sampah 

5.1.02.02.01.0052 Belanja Jasa Pembersihan, Pengendalian Hama, dan 

Fumigasi 

 

3. Belanja Iuran Jaminan/Asuransi 

KODE REKENING URAIAN 

5.1.02.02.02.0003 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Peserta PBPU dan 

BP Kelas 3 

5.1.02.02.02.0004 Belanja Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan bagi Peserta 

PBPU dan BP Kelas 3 

5.1.02.02.02.0005 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN 

5.1.02.02.02.0006 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN 

5.1.02.02.02.0007 Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN 
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4. Belanja Insentif 

KODE REKENING URAIAN 

5.1.02.02.13.0009 Belanja Insentif Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak 

Reklame 

5.1.02.02.13.0012 Belanja Insentif Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak 

Air Tanah 

5.1.02.02.13.0015 Belanja Insentif Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak 

Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan 

5.1.02.02.13.0016 Belanja Insentif Pegawai Non ASN atas Pemungutan Bea 

Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan 

5.1.02.02.14.0014 Belanja Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan 

Retribusi Jasa Usaha-Pemakaian Kekayaan Daerah 

 

5. Belanja Uang 

KODE REKENING URAIAN 

5.1.02.05.01.0001 Belanja Hadiah yang Bersifat Perlombaan 

5.1.02.05.01.0002 Belanja Penghargaan atas Suatu Prestasi 

5.1.02.05.01.0008 Belanja Uang yang Diberikan kepada RT atau dengan Sebutan 

Lain 

5.1.02.05.01.0009 Belanja Uang yang Diberikan kepada RW atau dengan Sebutan 

Lain 

 

6. Belanja Hibah Uang 

KODE REKENING URAIAN 

5.1.05.05.01.0001 Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga yang 

Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk 

Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan 

5.1.05.05.02.0001 Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, 

Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan 

Terdaftar 

5.1.05.05.03.0001 Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, 

Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan 

5.1.05.05.06.0001 Belanja Hibah Uang kepada Organisasi Kemasyarakatan 

yang Berbadan Hukum Indonesia 

 

7. Belanja Bantuan Sosial 

KODE REKENING URAIAN 

5.1.06.01.01.0001 Belanja Bantuan Sosial Uang yang Direncanakan kepada 

Individu 

5.1.06.02.01.0001 Belanja Bantuan Sosial Uang yang Direncanakan kepada 

Keluarga 

5.1.06.04.01.0001 Belanja Bantuan Sosial Uang yang Direncanakan kepada 

Lembaga Non Pemerintahan (Bidang Pendidikan, 

Keagamaan dan Bidang Lainnya) 
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8. Belanja Tidak Terduga 

KODE REKENING URAIAN 

5.3.01.01.01.0001 Belanja Tidak Terduga 

 

9. Pembulatan Pagu Anggaran 

10. Paket RUP Mendahului Tahun Anggaran 

Paket RUP yang telah dibuat secara manual dan diumumkan mendahului Tahun 

Anggaran maka diberikan tagging Non Pengadaan. 

 

C. Penamaan Paket 

Dalam penamaan paket memperhatikan beberapa hal sebagai berikut: 

1. Nama paket yang muncul pada Aplikasi SIRUP adalah hasil generate SIPD 

(sesuai nama uraian pada DPA); 

2. Untuk mempermudah pencarian paket maka penamaan paket dapat 

ditambahkan informasi tambahan, seperti: 

a. Nama Sub Kegiatan 

Contoh:  

DPA 

Program 4.01.03  Program Perekonomian dan Pembangunan 

Kegiatan 4.01.03.2.03 Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa 

Sub Kegiatan 
4.01.03.2.03.0003 Pembinaan dan Advokasi Pengadaan 

Barang dan Jasa 

Rekening 5.1.02.01.01.0026 

Uraian 
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor - Bahan 

Cetak 

Penamaan Paket: 

Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor - Bahan Cetak (Sub Pembinaan 

dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa) 

b. Nama Sumber Dana 

Sumber dana : Dana Alokasi Khusus (DAK) 

Uraian  : Revitalisasi Gedung Kota Surakarta 

Penamaan Paket : Revitalisasi Gedung Kota Surakarta (DAK Fisik) 

c. Informasi Lainnya 

Dapat ditambahkan informasi lainnya sesuai kebutuhan. 
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PELAPORAN PAGU ANGGARAN PENGADAAN 

 

1. Formulasi Perhitungan Pagu Anggaran Pengadaan 

Pagu Anggaran =   Pagu Anggaran Pengadaan Total – Pagu Rekening Non 

Pengadaan  Pengadaan 

REKENING 

Pagu Anggaran 

Pengadaan Total 

Pagu Rekening 

Non Pengadaan 

Pagu Anggaran 

Pengadaan 

(a) (b) (a) – (b) 

5.1.02 Barang/jasa    

5.1.05 Hibah    

5.1.06 Bansos    

5.2 Belanja Modal    

Pagu Anggaran Pengadaan  

 

2. Pelaporan Pagu Anggaran Pengadaan dilaksanakan melalui Aplikasi SiDalang pada 

laman https://sidalang.surakarta.go.id/ 

3. Pilih Menu SIRUP – Anggaran PBJ 

 

4. Klik logo  
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5. Isi Form Input Anggaran Pengadaan Barang/Jasa pada kolom 

a. Belanja Modal 

b. Belanja Barang 

c. Hibah Barang 

Apabila tidak ada, isi dengan angka 0 

d. Bansos Barang 

Apabila tidak ada, isi dengan angka 0 

e. Total DPA 

Isi dengan total Pagu Anggaran sesuai DPA 

 

6. Klik Simpan.  

7. Setelah berhasil disimpan pengajuan akan berstatus Diajukan. Pada kolom status 

jika status Diajukan maka menunggu UKPBJ untuk memverifikasi. Status akan 

berubah berdasarkan verifikasi 

 

8. Jika status ditolak bisa mengajukan kembali dengan klik tombol pencil untuk 

mengedit, dan terinformasikan alasan penolakan. Jika nominal sudah 

diperbaiki/disesuaikan klik update dan tunggu verifikasi oleh 

UKPBJ 
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Integrasi Aplikasi SIRUP dan SIPD RI
Aplikasi SIRUP saat ini telah terintegrasi dengan aplikasi SIPD RI, integrasi yang dimaksud adalah proses

pengambilan data RKA Pemerintah Daerah yang telah diinputkan di aplikasi SIPD RI dapat di generate ke

aplikasi SIRUP.

Metode penarikan data RKA-D dari SIPD RI ke SIRUP dilakukan secara berkala (scheduler) setiap hari.

Dengan metode tersebut, SIRUP akan mendapatkan data RKA-D terbaru dari SIPD RI setiap kali dilakukan

pembaruan (updating) RKA-D pada SIPD RI. Proses akan terus berlanjut hingga semua data yang diambil

berhasil disimpan pada server SIRUP. Data yang dapat ditarik ke aplikasi SIRUP yaitu minimal sudah

berada pada tahapan “RAPBD” dengan status “Selesai dan Terkunci”. Selain pengambilan data pada

proses integrasi SIRUP dengan SIPD RI, juga terdapat proses pengecekan terhadap perubahan anggaran

RKA. Jika terdapat perubahan anggaran pada satuan kerja maka akan ada proses pengambilan data RKA

kembali dari SIPD RI.

Salah satu yang wajib diketahui sebelum melakukan Generate RKA yaitu memastikan format kode SKPD

atau Sub SKPD yang ditampilkan di SIRUP sudah benar dan sesuai dengan kode SKPD dan Sub SKPD di

aplikasi SIPD RI. Kode SKPD atau Sub SKPD merupakan salah satu kunci agar data RKA Pemerintah

Daerah dapat berhasil dilakukan generate ke aplikasi SIRUP. Selanjutnya PA (untuk SKPD) dan/atau KPA

(untuk Sub SKPD) dapat melakukan Generate RKA Pemerintah Daerah dengan catatan bahwa ”sudah

melalui penjadwalan penarikan”. Proses Generate RKA Pemerintah Daerah dapat dilakukan oleh SKPD

dan/atau Sub SKPD sesuai dengan Pengaturan Generate RKA yang dilakukan dari Admin PPE.

Kode akun belanja RKA-D yang ditarik ke aplikasi SIRUP, yaitu kode akun: Belanja Operasi (kode 5.1),

barang/jasa (kode 5.1.02), bansos (kode 5.1.05), hibah (kode 5.1.06), Belanja Modal (kode 5.2), dan

Belanja Tidak Terduga (kode 5.3).

Gambar 1. Tahapan Generate RKA Daerah dari SIPD
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Perbedaan PKS Hasil Generate dari SIPD

vs Tambah Manual di SIRUP
Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan, atau disingkat PKS, pada aplikasi SIRUP didapatkan dengan 2 cara,

yaitu dari Generate RKAD yang didapatkan dari aplikasi SIPD atau ditambahkan secara manual dengan

memanfaatkan fitur yang ada di aplikasi SIRUP. Namun ada beberapa perbedaan hasil generate dengan

hasil penambahan secara manual yang akan dijelaskan di bawah ini.

Gambar 2. Perbedaan PKS Hasil Generate vs Manual

Tabel 1. Perbedaan PKS Hasil Generate VS Manual

No Generate RKA dari SIPD Tambah Manual

1 Hanya 1 kali klik tombol Generate RKA, maka otomatis

data RKA dari aplikasi SIPD masuk ke aplikasi SIRUP

termasuk data PKS.

Tambah secara manual dari level Program sampai

dengan Sub Kegiatan dan harus lengkap.

2 Dapat dilakukan proses identifikasi paket pada menu

RKA, yaitu menentukan Penyedia, Swakelola, Penyedia

Dalam Swakelola, Non pengadaan, dan tahun jamak

secara langsung per sub kegiatan.

Proses pembuatan paket dapat dilakukan dengan cara

tambah secara manual pada fitur yang tersedia di

daftar penyedia, swakelola, PDS, dan paket tahun

jamak.

3 Pada menu kelola PKS terdapat flag Integrasi disetiap

nama PKS.

Pada menu kelola PKS terdapat flag Manual disetiap

PKS.

4 Pada daftar paket penyedia dan swakelola terdapat flag

Integrasi jika pagunya didapat dari pagu hasil generate

SIPD.

Pada daftar paket penyedia dan swakelola terdapat

flag Manual jika pagunya didapat dari pagu hasil

tambah manual.

5 Beberapa kolom inputan pada form paket sudah terisi

seperti nama paket, volume pekerjaan, uraian

pekerjaan dan sumber dana.

Harus mengisi semua kolom inputan pada form paket

secara manual satu per satu.

6 Jika ada revisi anggaran, dapat di klik Generate RKA

kembali.

Jika terdapat revisi anggaran, dapat dilakukan

perubahan pada fitur yang tersedia pada kelola PKS.

7 Pada kelola PKS hanya dapat melakukan delegasi ke PPK

saja.

Pada kelola PKS dapat edit nama, kode, pagu dan

delegasi ke PPK.
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Tahapan Generate RKA Pemerintah

Daerah di Aplikasi SIRUP

1. Kelola SKPD

Kelola SKPD dilakukan oleh Admin PPE Pemerintah Daerah. Fungsi yang dapat dilakukan di menu Kelola

SKPD adalah:

a. Melihat Daftar SKPD

b. Mengelola SKPD

c. Melihat Daftar Sub SKPD

d. Mengelola Sub SKPD

e. Mereset Pemetaan SIPD

1.1. Melihat Daftar SKPD

Admin PPE dapat melihat daftar SKPD dengan cara sebagai berikut:

1. Klik menu “Kelola Data”, kemudian pilih “Kelola SKPD”.

Gambar 3. Menu Kelola SKPD

2. Tampil daftar seluruh SKPD yang terdaftar di bawah instansi pemerintah daerah Admin PPE yang

sedang login.

Gambar 4. Halaman Kelola SKPD

⚠️ Penting: Daftar SKPD yang ditampilkan telah disesuaikan secara otomatis dengan daftar SKPD yang

ada di aplikasi SIPD RI.
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Informasi SKPD terdiri dari:

a. Nama SKPD yaitu informasi nama SKPD;

b. Nama PA/KPA yaitu informasi nama PA;

c. Kode SKPD yaitu informasi kode SKPD;

d. Tahun Aktif yaitu informasi tahun aktif SKPD;

e. BLU/BLUD yaitu informasi SKPD BLU/BLUD atau bukan;

f. Status Input RUP yaitu informasi pengaktifan pengisian RUP;

g. Level RKA yaitu informasi pengaturan generate RKA;

h. Actions:

i. Ubah SKPD untuk mengubah informasi SKPD;

ii. Detail SKPD untuk melihat informasi Sub SKPD.

1.2. Mengelola SKPD

Admin PPE dapat mengelola data SKPD dengan cara sebagai berikut:

1. Klik menu “Kelola Data”, kemudian pilih “Kelola SKPD”.

Gambar 5. Menu Kelola SKPD

2. Klik tombol “Ubah SKPD”.

Gambar 6. Tombol Ubah SKPD

3. Tampil formulir SKPD dan silakan diisi sesuai kolom inputan yang ada.

Gambar 7. Formulir SKPD
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Informasi SKPD terdiri dari:

a. Nama SKPD yaitu nama SKPD (secara otomatis terisi oleh sistem, tidak dapat diubah);

b. Kode SKPD yaitu kode SKPD (secara otomatis terisi oleh sistem, tidak dapat diubah);

c. Aktif Tahun yaitu tahun aktif SKPD (pilih tahun aktif SKPD);

d. Badan Layanan Umum (BLU) yaitu informasi SKPD BLU (pilih jenis BLU);

e. Pengaktifan Pengisian RUP yaitu informasi pengisian RUP (pilih pengaktifan pengisian RUP);

f. Pengaturan Generate RKA yaitu pengaturan generate RKA (pilih pengaturan Generate RKA).

Pilihan Pengaturan Generate RKA, yaitu sebagai berikut:

i. Generate hanya oleh SKPD, maka hanya SKPD yang bisa melakukan generate RKA

ii. Generate oleh SKPD dan Sub SKPD, maka SKPD dan Sub SKPD-nya bisa melakukan

generate RKA

⚠️ Penting: Pastikan telah dilakukan pengaturan generate RKA, untuk menghindari terjadi kegagalan

ketika akan melakukan Generate RKA.

✏️ Catatan: Jika ingin melakukan perubahan Nama dan Kode SKPD, silakan melakukan perubahan di

aplikasi SIPD RI. Data akan secara otomatis disesuaikan mengikuti data di aplikasi SIPD RI.

1.3. Melihat Daftar Sub SKPD

Admin PPE dapat melihat daftar Sub SKPD yang terdaftar di bawah instansi pemerintah daerahnya

dengan cara sebagai berikut:

1. Klik menu “Kelola Data”, kemudian pilih “Kelola SKPD”.

Gambar 8. Menu Kelola SKPD

2. Klik tombol “Daftar Sub SKPD”.

Gambar 9. Tombol Detail SKPD

⚠️ Penting: Daftar Sub SKPD yang ditampilkan telah disesuaikan secara otomatis dengan daftar Sub

SKPD yang ada di aplikasi SIPD RI.
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3. Tampil daftar seluruh Sub SKPD dari SKPD yang dipilih sebelumnya.

Gambar 10. Halaman Sub SKPD

Informasi Sub SKPD terdiri dari:

a. Nama Sub SKPD yaitu informasi nama Sub SKPD;

b. Nama KPA yaitu informasi nama KPA;

c. Kode Sub SKPD yaitu informasi kode Sub SKPD;

d. Tahun Aktif yaitu informasi tahun aktif Sub SKPD;

e. BLU/BLUD yaitu informasi Sub SKPD BLU/BLUD atau bukan;

f. Status Input RUP yaitu informasi pengaktifan pengisian RUP;

g. Actions:

i. Ubah Sub SKPD untuk mengubah informasi Sub SKPD.

1.4. Mengelola Sub SKPD

Admin PPE dapat mengelola data Sub SKPD dengan cara sebagai berikut:

1. Klik menu “Kelola Data”, kemudian pilih “Kelola SKPD”.

Gambar 11. Menu Kelola SKPD

2. Klik tombol “Detail”.

Gambar 12. Tombol Detail SKPD
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3. Klik tombol “Ubah Sub SKPD”.

Gambar 13. Tombol Ubah Sub SKPD

4. Tampil formulir Sub SKPD dan silakan diisi sesuai kolom inputan yang ada.

Gambar 14. Formulir Sub SKPD

Informasi Sub SKPD terdiri dari:

a. Nama SKPD yaitu nama SKPD (secara otomatis terisi oleh sistem, tidak dapat diubah);

b. Nama Sub SKPD yaitu nama Sub SKPD (secara otomatis terisi oleh sistem, tidak dapat diubah);

c. Kode Sub SKPD yaitu kode Sub SKPD (secara otomatis terisi oleh sistem, tidak dapat diubah);

d. Aktif Tahun yaitu tahun aktif Sub SKPD (pilih tahun aktif Sub SKPD);

e. Badan Layanan Umum (BLU) yaitu informasi Sub SKPD BLU (pilih jenis BLU);

f. Pengaktifan Pengisian RUP yaitu informasi pengisian RUP (pilih pengaktifan pengisian RUP);

✏️ Catatan: Jika ingin melakukan perubahan Nama dan Kode Sub SKPD, silakan melakukan perubahan

di aplikasi SIPD RI. Data akan secara otomatis disesuaikan mengikuti data di aplikasi SIPD RI.

1.5. Mereset Pemetaan SIPD

Admin PPE dapat mereset pemetaan SIPD dengan cara sebagai berikut:

1. Klik menu “Kelola Data”, kemudian pilih “Kelola SKPD”.

Gambar 15. Menu Kelola SKPD
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2. Klik tombol “Pemetaan SIPD”.

Gambar 16. Tombol Pemetaan SIPD

3. Tampil seluruh pemetaan SKPD dan Sub SKPD yang pernah dilakukan oleh PA dan KPA. Klik tombol

“Reset Pemetaan”.

Gambar 17. Tombol Reset Pemetaan

4. Klik tombol “Reset” pada popup konfirmasi yang muncul.

Gambar 18. Konfirmasi Reset Pemetaan
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2. Kelola Pengguna

Kelola Pengguna dilakukan oleh Admin PPE Pemerintah Daerah. Fungsi yang dapat dilakukan di menu

Kelola Pengguna adalah:

a. Tambah PA Pemerintah Daerah

b. Tambah KPA Pemerintah Daerah

2.1. Tambah PA Pemerintah Daerah

Admin PPE Pemda dapat menambah atau mendaftarkan PA Pemda baru yang ada di setiap SKPD dari

masing-masing Pemerintah Daerah, dengan tahapan sebagai berikut:

1. Klik menu “Kelola Data”, kemudian pilih “Kelola Pengguna”.

Gambar 19. Menu Kelola Pengguna

2. Klik tombol “+PA Daerah”.

Gambar 20. Tombol Tambah PA Daerah

3. Pilih Tahun Aktif SKPD, kemudian klik tombol “Tambah” pada popup yang muncul.

Gambar 21. Popup Tahun Aktif SKPD Tambah PA Daerah

4. Tampil formulir Tambah PA Daerah dan silakan diisi sesuai kolom inputan yang ada.

Gambar 22. Formulir Tambah PA Daerah



15

Informasi PA Daerah terdiri dari:

a. Informasi Akun, terdiri dari:

i. Role yaitu hak akses user (secara otomatis akan terisi oleh sistem);

ii. SKPD (pilih salah satu SKPD yang ada di dalam dropbox);

iii. Username (isi dengan huruf/gabungan huruf dan angka);

iv. Password (isi password dengan ketentuan minimal 8 karakter yang menggunakan

kombinasi minimal 1 huruf kapital dan angka);

v. Konfirmasi Password (Isikan kembali password untuk konfirmasi).

b. Detail Informasi, terdiri dari:

i. Nama (isi nama PA Daerah);

ii. Jabatan (isi jabatan PA Daerah);

iii. Alamat (isi alamat rumah/alamat kantor PA Daerah);

iv. Status Pengguna (pilih PNS/non PNS/TNI/Polri);

v. NIP/KTP/NRP (isi 18 angka untuk NIP PA Daerah);

vi. Golongan (pilih golongan PA Daerah);

vii. Nomor Telepon (isi nomor telepon/nomor HP PA Daerah);

viii. Email (isi alamat email PA Daerah);

ix. Nomor SK (isikan nomor Surat Keputusan pengangkatan sebagai PA Daerah);

2.2. Tambah KPA Pemerintah Daerah

Admin PPE Pemda dapat menambah atau mendaftarkan KPA Pemda baru yang ada di setiap Sub SKPD

dari masing-masing Pemerintah Daerah, dengan tahapan sebagai berikut:

1. Klik menu “Kelola Data”, kemudian pilih “Kelola Pengguna”.

Gambar 23. Menu Kelola Pengguna

2. Klik tombol “+KPA Daerah”.

Gambar 24. Tombol Tambah KPA Daerah

3. Pilih Tahun Aktif Sub SKPD, kemudian klik tombol “Tambah” pada popup yang muncul.

Gambar 25. Popup Tahun Aktif Sub SKPD Tambah KPA Daerah
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4. Tampil formulir Tambah KPA Daerah dan silakan diisi sesuai kolom inputan yang ada.

Gambar 26. Formulir Tambah KPA Daerah

Informasi KPA Daerah terdiri dari:

a. Informasi Akun, terdiri dari:

i. Role yaitu hak akses user (secara otomatis akan terisi oleh sistem);

ii. SKPD (pilih salah satu SKPD yang ada di dalam dropbox);

iii. Sub SKPD (pilih salah satu Sub SKPD yang ada di dalam dropbox);

iv. Username (isi dengan huruf/gabungan huruf dan angka);

v. Password (isi password dengan ketentuan minimal 8 karakter yang menggunakan

kombinasi minimal 1 huruf kapital dan angka);

vi. Konfirmasi Password (Isikan kembali password untuk konfirmasi).

b. Detail Informasi, terdiri dari:

i. Nama (isi nama KPA Daerah);

ii. Jabatan (isi jabatan KPA Daerah);

iii. Alamat (isi alamat rumah/alamat kantor KPA Daerah);

iv. Status Pengguna (pilih PNS/non PNS/TNI/Polri);

v. NIP/KTP/NRP (isi 18 angka untuk NIP KPA Daerah);

vi. Golongan (pilih golongan KPA Daerah);

vii. Nomor Telepon (isi nomor telepon/nomor HP KPA Daerah);

viii. Email (isi alamat email KPA Daerah);

ix. Nomor SK (isikan nomor Surat Keputusan pengangkatan sebagai KPA Daerah);

3. Generate RKA Pemerintah Daerah

Generate RKA Pemerintah Daerah dapat dilakukan melalui akses PA untuk SKPD dan akses KPA untuk Sub

SKPD. Berikut tahapan agar data RKA dapat di generate ke aplikasi SIRUP.

1. Pilih menu “Kelola Data”, kemudian pilih “Tarik RKAD SIPD”.

Gambar 27. Menu Tarik RKAD SIPD
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2. Tampil halaman untuk melakukan generate data RKA dari aplikasi SIPD.

Gambar 28. Halaman Generate Data Rencana Kerja Anggaran

Informasi Generate RKA sebagai berikut:

a. Progres Tarik: Informasi persentase generate;
b. Kode Satker: Informasi kode satker untuk memastikan kode yang di generate sesuai;
c. Tanggal Penarikan Terakhir: Informasi kapan generate dilakukan terakhir kali;
d. Keterangan: Menampilkan informasi status penarikan posisi rkad, berhasil atau gagal generate.

Catatan:

Berikut beberapa informasi pada kolom keterangan:

Tabel 2. Keterangan Generate RKA SIPD

No Notifikasi pada kolom keterangan Keterangan

1 Keterangan: Berhasil mengunduh RKAD. Menginformasikan bahwa data RKAD dari SIPD

sudah berhasil tersimpan pada server SIRUP

dan siap untuk dilakukan generate. Informasi

ini akan muncul jika tidak pernah melakukan

generate atau akan melakukan generate

pertama kalinya.

2 Keterangan: Versi RKA saat ini sudah pernah anda lakukan

generate, lakukan generate kembali hanya ketika terdapat

perubahan anggaran.

Menginformasikan bahwa tidak dapat

melakukan generate ulang karena data RKAD

yang tersimpan masih sama dengan

sebelumnya. Proses generate ulang dapat

dilakukan jika terdapat perubahan.

3 Keterangan: Proses data sudah selesai, silahkan buka menu

Rencana Kerja Anggaran

Menginformasikan bahwa generate data RKAD

berhasil dilakukan.

4 Keterangan: Data RKAD belum tersedia. Menginformasikan bahwa data RKAD pada

satker tersebut belum masuk pada server

SIRUP. Penarikan dilakukan sehari sekali.
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3. Klik tombol “Generate RKA” untuk memproses generate data RKAD

Gambar 29. Tombol Tarik RKA

⚠️ Penting:

Generate hanya dapat dilakukan jika data RKAD sudah ditarik dan tersimpan pada server SIRUP. Proses

generate ulang dapat dilakukan setiap kali terdapat perubahan pada data RKAD.

Pastikan RKA Pemda di aplikasi SIPD RI telah berada minimal di Tahap RAPBD dan Status Selesai dan

Dikunci untuk bisa ditarik datanya ke aplikasi SIRUP.

✏️ Catatan

Data RKAD yang dapat ditarik ke aplikasi SIRUP, yaitu RKAD dengan tahapan:

1. RAPBD;

2. RAPBD Perubahan;

3. Penetapan APBD Pergeseran;

4. Penetapan APBD Pergeseran Setelah APBD Perubahan;

5. Penetapan APBD;

6. Penetapan APBD Perubahan.

Kode akun belanja RKAD yang ditarik ke aplikasi SIRUP, yaitu kode akun:

1. Belanja Operasi (kode 5.1)

○ barang/jasa (kode 5.1.02)

○ bansos (kode 5.1.05)

○ hibah (kode 5.1.06)

2. Belanja Modal (kode 5.2)

3. Belanja Tidak Terduga (kode 5.3)

4. Tunggu progres generate hingga mencapai 100%.

Gambar 30. Progres Generate RKA
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5. Jika proses generate sudah mencapai 100%, silakan buka menu Rencana Kerja Anggaran.

Gambar 31. Progres Generate RKA 100%

6. Pilih menu “RUP”, kemudian pilih “RKA”, lakukan Pemetaan Satker jika belum pernah melakukan

Pemetaan.

Gambar 32. Pemetaan Satker

7. Setelah melakukan pemetaan satker, pastikan RKA Pemerintah Daerah sudah berhasil di generate.

Gambar 33. Halaman RKA

✏️ Catatan: Pemetaan satker dapat dilakukan jika:

1. Akun tersebut pertama kali melakukan penarikan RKAD

2. Melakukan reset pemetaan pada satker

(Jika sudah pernah melakukan pemetaan, maka RKA akan otomatis tampil)

4. Delegasi PKS ke PPK

RKA Pemerintah Daerah yang sudah di generate pada aplikasi SIRUP menjadi Program, Kegiatan, dan Sub

Kegiatan atau disingkat (PKS). PKS harus didelegasikan kepada PPK agar dapat dijadikan Paket RUP.

Berikut tahapan untuk mendelegasikan PKS kepada PPK.

1. Klik menu “Kelola Data”, kemudian pilih “Kelola PKS”.

Gambar 34. Menu Kelola PKS
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2. Jika ingin mendelegasikan 1 Kegiatan ke 1 PPK, maka lakukan delegasi di level Kegiatan, dengan

cara klik tombol “Daftar Kegiatan”.

Gambar 35. Halaman Kelola Program

3. Kemudian klik tombol “Ubah Kegiatan” pada kolom actions di Kegiatan yang ingin didelegasikan.

Gambar 36. Tombol Ubah Kegiatan

✏️ Catatan: Pada PKS hasil integrasi akan terlihat terdapat flag atau tulisan integrasi.

4. Tampil formulir Kegiatan dan silakan diisi sesuai kolom inputan yang ada.

Gambar 37. Formulir Delegasi Kegiatan

Langkah-langkah mendelegasikan Kegiatan, yaitu:

a. Pilih Alasan Revisi→ “Delegasi kepada PPK”;

b. Pada dropdown PPK, pilih PPK yang diinginkan untuk mendapat delegasi kegiatan;
c. Jika sudah sesuai, klik “Simpan”.

✏️ Catatan: Jika 1 kegiatan akan didelegasikan ke banyak PPK, maka disarankan delegasi di level “Sub

Kegiatan”. Tahapan yang dilakukan sama dengan proses delegasi di level kegiatan.

5. Identifikasi dan Membuat Paket

Pada RKA Pemerintah Daerah, hasil generate dari aplikasi SIPD tentunya tidak mengubah proses atau

tahapan pada identifikasi dan pembuatan paket RUP. Skema identifikasi dan pembuatan RUP masih sama

dengan sebelumnya. Perbedaannya hanya pada flag paket yang sudah teridentifikasi yaitu terdapat

tulisan “integrasi”.
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5.1. Identifikasi Paket RUP

Identifikasi paket RUP dapat dilakukan oleh akun PPK, di mana PKS yang tampil hanyalah PKS yang

didelegasikan oleh PA/KPA saja agar dapat dilakukan identifikasi. Berikut tahapan identifikasi paket RUP

secara garis besar:

1. Pilih menu “RUP”, kemudian “Rencana Kerja Anggaran”.

Gambar 38. Menu RKA

2. Berikut halaman Rencana Kerja Anggaran.

Gambar 39. Halaman Rencana Kerja Anggaran

3. Pilih filter Program, Kegiatan, Sub Kegiatan yang akan diidentifikasi hingga tampilan seperti ini.

Gambar 40. Menampilkan PKKR

4. Untuk melakukan identifikasi pemaketan, klik radio buttonmasing-masing kolom diantaranya:

P (Penyedia) | S (Swakelola) |Multiyears | NP (Non Pengadaan) untuk setiap rincian anggaran.

Gambar 41. Tagging
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Keterangan Identifikasi pemaketan dilakukan untuk:

a. Penyedia

Pengadaan Barang/Jasa melalui Penyedia adalah cara memperoleh barang/jasa yang

disediakan oleh Pelaku Usaha. Pedoman mengenai paket Penyedia mengacu Peraturan LKPP

Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Melalui

Penyedia.

Gambar 42. Tagging Penyedia

b. Swakelola

Pengadaan Barang/Jasa melalui Swakelola adalah cara memperoleh barang/jasa yang

dikerjakan sendiri oleh K/L/PD, K/L/PD lain, Organisasi Kemasyarakatan, atau Kelompok

Masyarakat. Dalam hal pada kegiatan Swakelola memerlukan penyedia barang/jasa,

pengadaannya mengacu pada peraturan pengadaan barang/jasa tentang pengadaan

melalui penyedia.

Pedoman mengenai paket Swakelola mengacu pada Peraturan LKPP Nomor 12 Tahun 2021

Tentang Pedoman Swakelola. Paket Penyedia yang menjadi bagian dari Paket Swakelola,

diidentifikasi sebagai paket Swakelola.

Gambar 43. Tagging Swakelola

c. Penyedia Dalam Swakelola

Paket penyedia dalam swakelola terbentuk ketika level anggaran diatas dipilih swakelola,

kemudian level dibawahnya ditandai sebagai penyedia.

Gambar 44. Tagging PDS

d. Tahun Jamak/Multiyears

Kontrak Tahun Jamak/Multiyears merupakan Kontrak Pengadaan Barang/Jasa yang

membebani lebih dari 1 (satu) tahun anggaran dilakukan setelah mendapatkan persetujuan

pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Gambar 45. Tagging Multiyears
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e. Non Pengadaan

Akun belanja yang terasosiasi dengan pengadaan barang/jasa adalah Belanja Operasional

(Belanja Barang dan Jasa), Belanja Modal, dan Akun belanja lainnya (Belanja tidak terduga,

belanja bansos atau belanja hibah dalam bentuk pengadaan barang/jasa), maka selain itu

termasuk “Non Pengadaan”.

Gambar 46. Tagging Non Pengadaan

f. Tombol Clear All Tagging

Tombol “Clear All Tagging” berfungsi untuk menghapus seluruh identifikasi yang sudah

dilakukan pada satu objek akun.

g. Tombol Ulangi Generate Paket, berfungsi apabila ingin merevisi hasil generate paket.

5. Klik tombol Lihat Status Identifikasi paket, untuk mendapatkan informasi hasil identifikasi

pemaketan (yang telah ditandai radio button) sudah sesuai dengan total pagu yang ada. Pastikan

pagu belum teridentifikasi bernilai 0 (nol) sebelum melakukan generate paket.

Gambar 47. Lihat Status Identifikasi

6. Kemudian klik tombol “Generate Paket” setelah selesai melakukan identifikasi pemaketan

(ditandai radio button) dari keseluruhan paket yang ada.

Gambar 48. Generate paket

7. Tampil pop up sebelum dilakukan proses generate paket, lalu klik OK.
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Gambar 49. Pop Up generate

✏️ Catatan: Paket-paket dari hasil generate harus dilengkapi, karena jika tidak dilengkapi maka paket

tidak bisa di proses ke tahapan berikutnya.

5.2. Membuat Paket RUP

Paket yang diidentifikasi akan masuk pada menu “Penyedia” atau “Swakelola”, Berikut tahapan membuat

paket untuk paket penyedia atau swakelola.

5.2.1. Paket Penyedia

Setelah PPK selesai melakukan identifikasi pemaketan dan berhasil melakukan generate paket, maka

paket yang sudah diidentifikasi sebagai paket Penyedia harus dilengkapi dengan informasi mengenai

paketnya. Berikut ini langkah-langkah untuk melengkapi paket Penyedia:

1. Klik menu “RUP”, kemudian pilih “Penyedia”.

Gambar 50. Menu Penyedia

2. Berikut halaman daftar penyedia, untuk menampilkan paket dengan bantuan filter dapat pilih PKS

yang dimaksud, kemudian klik “Terapkan Filter”. Jika tidak ingin menggunakan filter langsung saja

pilih “Terapkan Filter”.

Gambar 51. Halaman Penyedia

3. Berikut paket yang ada di daftar paket penyedia. Untuk paket dengan sumber dana hasil generate

RKA dari SIPD akan ada informasi integrasi disetiap nama paketnya.

Gambar 52. Daftar Paket Penyedia

4. Lengkapi paket penyedia dengan klik ikon lengkapi yang ada di kolom actions.

Gambar 53. Lengkapi Paket Penyedia

5. Tampil halaman ubah paket untuk dapat melengkapi paket penyedia. Lengkapi kolom yang masih

kosong atau yang perlu dilengkapi.
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Gambar 54. Form Paket Penyedia


